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education through the report per semester of the
headmaster continuously and transparently.

©2022. This work is licensed under a CC BY 4.0 license.

A. LATAR BELAKANG

Kualitas pendidikan di Indonesia bukan semata-mata tanggung
jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama segenap
komponen bangsa dan negara Indonesia. Hal ini terlihat dari Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016
tentang Komite Sekolah yang menegaskan keterlibatan penuh Komite
Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang diawasinya.

Upaya pemerintah untuk melibatkan komite sekolah dalam
meningkatkan kualitas pendidikan suatu sekolah belum dapat berjalan sesuai
harapan besar masyarakat mengingat beberapa laporan atau hasil studi yang
menunjukkan belum berfungsinya secara maksimal komite sekolah di
Indonesia. Penelitian Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
untuk tahun 2009 menunjukkan bahwa 50% Dewan Pendidikan dan Komite
Sekolah belum berfungsi maksimal (Okezone, 2014). Kemudian, temuan
Pengamat pendidikan dari Lembaga Konsultasi Pendidikan Citra Sumut
mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang membuat merebaknya siswa
illegal/siluman di SMA/SMK Negeri di Sumatera Utara adalah kurangnya
kontrol publik akibat tidak berfungsinya Komite Sekolah sebagaimana
mestinya mengingat Komite Sekolah merupakan garda terdepan pengawasan
penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Medan Bisnis, 2018). Selanjutnya,
Advokasi Malang Corruption Watch mengindikasikan sejumlah kasus dan
pengaduan di kota Malang akibat kelalaian Komite Sekolah dalam melakukan
pengawasan penggunaan anggaran bantuan operasional sekolah maupun
dana anggaran khusus (Radar Malang, 2019). Belum maksimalnya tugas dan
fungsi komite sekolah yang ada di Indonesia tersebut harus segera ditangani
mengingat kualitas pendidikan di Indonesia di dunia Internasional masih jauh
dari memuaskan, antara lain kualitas pendidikan yang hanya di peringkat ke-
64 dari 120 negara diseluruh dunia (berdasarkan laporan tahunan UNESCO
Education For All Global Monitoring Report 2012), Indeks Perkembangan
Pendidikan untuk Semua berada pada peringkat ke-57 dari 115 negara pada
tahun 2015, dan Indeks Pembangunan Manusia yang hanya menempati posisi
110 dari 187 negara (Bappenas, 2023).

Hal belum berfungsinya secara maksimal komite sekolah ini tidak
seharusnya terjadi mengingat komite sekolah telah memiliki legal standing
dan telah terdapatnya beberapa ketentuan tentang kinerja aparatur sipil
negara (ASN) termasuk di sektor pendidikan sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaur
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Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja, dan Tata Cara Reviu Atas
Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menyikapi tugas komite sekolah yang masih belum sepenuhnya
maksimal, padahal adalah fungsi dan tugas komite sekolah untuk
meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan (Sinaga & Sinaga,
2021), sebagaimana Pasal 1 angka (2) Perpres No. 29 Tahun 2014 telah
mendefinisikan kinerja sebagai keluaran/hasil dari kegiatan yang telah atau
hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas
dan kualitas terukur. Definisi kinerja tersebut menyiratkan bahwa komite
sekolah dapat mempergunakan manajemen kinerja balanced scorecard (BSC)
untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan. Sehingga,
perlu dan mendesak untuk menjawab dua permasalahan yang ada. Pertama,
bagaimana proses bisnis komite sekolah pada saat ini? Kedua, bagaimana
manajemen kinerja yang ideal dipergunakan oleh komite sekolah dalam
meningkatkan kualitas pendidikan secara akuntabel dan transparan di
Indonesia?

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1.  Gambaran Umum Komite Sekolah di Indonesia

Pasal 1 angka 2 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang
Komite Sekolah telah mendefinisikan Komite Sekolah sebagai lembaga
mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas
sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Sesuai Pasal 1
angka (2) dan Pasal 2 Permendikbud No. 75 Tahun 2016, Komite Sekolah
berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 orang pada
tiap-tiap sekolah dan tidak boleh merangkap sebagai anggota komite di
sekolah lain yang ada di Indonesia. Komite sekolah berfungsi untuk
meningkatan mutu pelayanan pendidikan yang harus dilakukan secara
gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel. Unsur-
unsur komite sekolah harus terdiri atas unsur berupa paling banyak 50%
orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang
bersangkutan, paling banyak paling banyak 30% tokoh masyarakat yang
memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi
masyarakat setempat, dan/atau anggota/pengurus organisasi atau
kelompok  masyarakat peduli pendidikan, tidak  termasuk
anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik,
dan paling banyak 30% pakar pendidikan, seperti pensiunan tenaga
pendidik, dan/atau orang yang memiliki pengalaman di bidang
pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) dan (2)
Permendikbud No. 75 Tahun 2016 (Sinaga & Sinaga, 2021). Adapun masa
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jabatan kepengurusan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan
dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Berdasarkan Pasal 3 Permendikbud No. 75 Tahun 2016, terdapat
4 (empat) tugas penting komite sekolah, yaitu:

a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan
kebijakan pendidikan terkait kebijakan dan program Sekolah,
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana
Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS), kriteria kinerja
Sekolah, kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah, dan kriteria
kerjasama Sekolah dengan pihak lain;

b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari
masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia
industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya
kreatif dan inovatif;

c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta
didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan
Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.

Kemudian, Pasal 13 Permendikbud No. 75 Tahun 2016 mengatur
kewajiban Komite Sekolah untuk menyampaikan laporan kepada
orangtua/wali peserta didik, masyarakat, dan kepala sekolah melalui
pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester
dalam bentuk laporan kegiatan Komite Sekolah dan laporan hasil
perolehan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari
masyarakat (Sinaga & Sinaga, 2021).

2. Kerangka Teori Balanced Scorecard dalam Membangun Pendidikan
Berkualitas

Tujuan pendidikan merupakan tumpuan upaya pemerintah untuk
mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan
dalam era Sustainable Development Goals (SDGs) hingga 2030 (Bappenas,
2023). Harapannya pada tahun 2030, negara dapat menjamin semua
peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang
diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk
antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan
gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender,
promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan
penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya
terhadap pembangunan (Bappenas, 2023).

Salah satu metode yang dapat dipergunakan dalam mengukur
dan mengelola sumber daya manusia di sector pendidikan adalah
Balanced Scorecard (BSC). Menurut David P. Norton dan Robert Kaplan
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(1996), BSC yang berasal dari kata balanced (berimbang), dan scorecard
(kartu skor), merupakan penilaian kinerja sebuah organisasi melalui riset
tentang pengukuran kinerja organisasi (Haryono, 2018). Berimbang dapat
dimaknai sebagai kinerja yang diukur secara berimbang antara dua sisi,
yaitu aspek keuangan dan bukan keuangan, jangka pendek dan panjang,
internal dan eksternal, sedangkan kartu skor dapat dimaknai sebagai
catatan skor hasil kinerja untuk waktu sekarang dan mendatang
(Haryono, 2018). Selanjutnya, dalam metode BSC terdapat empat Key
Performance Indicator (KPI) untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu :
kauangan, kepuasan pelanggan, proses internal dan pembelajaran dan
pertumbuhan organisasi (Haryono, 2018).

BSC telah berkembang sejak dikemukakan pertama sekali oleh
David P. Norton dan Robert Kaplan. Perbedaan yang signifikan antara BSC
awal dengan BSC yang kekinian adalah BSC saat ini mempunyai
“hubungan sebab-akibat” di antara berbagai sasaran strategis yang
disebut dengan strategy map (Luis & Biromo, 2008). Selain itu, terdapat
tiga pembaharuan BSC, yaitu focus, tujuan, dan bidang penerapan (Luis &
Biromo, 2008). Fokus BSC generasi terdahulu adalah pengukuran kinerja,
sedangkan BSC generasi sekarang adalah manajemen, mencakup
manajemen strategi, manajemen operasional, dan manajemen lainnya.
Adapun tujuan BSC generasi pertama adalah untuk mengendalikan
pelaksanaan strategi, sedangkan BSC generasi sekaranga dalah
komunikasi strategi. Sedangkan bidang penerapan BSC generasi pertama
adalah untuk sektor swasta, sedangkan BSC generasi sekarang adalah
meluas pada sektor publik (Luis & Biromo, 2008).

BSC menerjemahkan visi, misi, dan strategi suatu organisasi ke
dalam empat perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis
internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan (Aprianto & Jacob, 2013).
Perspektif keuangan merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan
keberhasilan suatu organisasi yang dapat memberikan kontribusi kepada
peningkatan laba dan pertumbuhan organisasi (Aprianto & Jacob, 2013).
Perspektif pelanggan merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan
keberhasilan suatu organisasi dalam menciptakan nilai bagi pelanggan
melalui produk, jasa, harga, merek dan relasi dengan pelanggan (Aprianto
& Jacob, 2013). Perspektif proses internal merupakan ukuran kinerja yang
menggambarkan keberhasilan penciptaan nilai melalui berbagai proses
bisnis internal yang berdampak kepada kepuasan pelanggan dan tujuan
finansial organisasi tersebut (Aprianto & Jacob, 2013). Sedangkan
perspektif pertumbuhan dan pembelajaran merupakan ukuran kinerja
yang menggambarkan keberhasilan organisasi dalam menciptakan
pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka Panjang, kesiapan
organisasi dan sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi dan
kepatuhan pada peraturan yang berlaku (Aprianto & Jacob, 2013).
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Visi, misi, dan strategi diturunkan ke dalam empat perspektif
sasaran organisasi melalui gambaran peta strategi. Peta strategi
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merupakan alat analisis dalam BSC yang menghubungkan sasaran
strategis dengan penetapan target kinerja yang akan dicapai oleh
organisasi (Aprianto & Jacob, 2013). Berikut merupakan contoh peta
strategi suatu perusahaan produk konsumsi menurut Aprianto & Jacob

(2013):

3. Komite Sekolah dan BSC
Berdasarkan kerangka teori BSC, sektor pendidikan melalui fungsi
dan tugas Komite Sekolah dapat menyebarluaskan dan menerapkan BSC
pada sekolah yang dibawahinya. Penerapan BSC pada kinerja sekolah
dapat dilakukan dengan cara berikut:
a. Sebagai alat Penyusunan Rencana Kerja Sekolah
Setiap organisasi perlu menyiapkan rencana atau program
kerja sebagai acuan penyelenggaraan manajemen organisasi
(Augustinah, 2018). Prinsip ini juga berlaku pada sektor
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pendidikan, termasuk sekolah-sekolah yanga da di Indonesia.
Sebagai organisasi yang profesional, sekolah wajib menyusun
rencana (program) kerja sebagai acuan pengelolaan sekolah.
Rencana (program) kerja yang diharapkan (expected) adalah
rencana kerja yang berkualitas, dengan catatan Kementerian
Pendidikan dan Dinas Pendidikan terlibat langsung kegiatan
bimbingan teknis dan pelatihan dalam memperkenalkan
konsep BSC. Kegiatan ini merupakan langkah untuk
memberikan pemahaman dasar perlunya profesionalisme
dan menghasilkan rencana (program) kerja yang berkualitas
(Augustinah, 2018).

b. Pesan dan Tantangan Penerapan BSC
BSC secara langsung membawa perubahan terhadap individu
dan organisasi. Perubahan urutan pertama, adalah
perubahan mindset untuk mau menerima dan menjalankan
mekanismeorganisasi menjadi jelas dan tegas arah organisasi
(visi, misi dan tujuan), terukur yang dituangkan pada
kejelasan indikator kinerja, standar kinerja, efisien yang
dituangkan dengan kejelasan aktivitas atau kegiatan, beserta
biaya yang diperlukan sesuai beban kegiatan, serta waktu
(Augustinah, 2018). Perubahan ini sekaligus merupakan
tantangan, untuk mau dan mampu berubah menghasilkan
rencana (program) kerja sekolah yang berkualitas. Implikasi
lebih lanjut yaitu perubahan penggunaan teknologi dan
metode penyusunan rencana (program) kerja sekolah, dari
kondisi sekarang ini berubah dengan menggunakan tools,
mekanisme yang dimiliki BSC (Augustinah, 2018). Memang,
diperlukan pelatihan BSC secara memadai di sekolah-sekolah
dan kepada anggota komite sekolah.

c. Prospek Penerapan BSC
Prospek penerapan BSC pada sekolah-sekolah sangat bagus,
karena membuka kesadaran dan motivasi untuk meraih
prestasi yang lebih baik di masa depan (Augustinah, 2018).
BSC akan secara langsung mengoreksi kekuarangan yang
ada, memberikan arah yang jelas serta menjadi penuntut
untuk menyusun rencana kerja yang berkualitas (Augustinah,
2018). Adanya rencana kerja sekolah dengan teknik BSC akan
membawa perubahan yang terasa langsung kepada sekolah,
antara lain sekolah menjadi terbiasa dengan pola pikir yang
jelas arah, terukur, dan terbuka pada empat perspektif yang
ada dalam mengelola sekolah (Augustinah, 2018).

Memang akan terdapat beberapa kendala, mencakup kendala

visi, kendala orang, kendala manajemen, dan kendala sumber daya pada
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tahap awal inisiasi dan penerapan BSC di sekolah-sekolah. Namun,
kendala-kendala tersebut dapat ditangani dengan 3 (tiga) langkah berikut
(Augustinah, 2018). Pertama, memperoleh kesepakatan dan komitmen
bersama antara pihak manajemen puncak sekolah, seperti dinas
pendidikan, kepala sekolah, dan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Kedua, mendesain kerangka BSC yang memungkinkan
sekolah dapat menentukan beberapa faktor penentunya, seperti tujuan
strategik, perspektif bisnis, indikator-indikator kunci penilaian kinerja.
Ketiga, mengembangkan suatu program pendekatan yang paling tepat
dan dapat diterapkan oleh sekolah tersebut mengingat BSC harus dapat
menjadi bagian dari budaya organisasi yang bersangkutan (Augustinah,
2018).

C. KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang, serta analisis dan pembahasan, kajian ini
menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, proses bisnis komite sekolah diatur
dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016, yang antara lain mengatur kewajiban
Komite Sekolah untuk menyampaikan laporan kepada orangtua/wali peserta
didik, masyarakat, dan kepala sekolah melalui pertemuan berkala paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dalam bentuk laporan kegiatan
Komite Sekolah dan laporan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber
daya pendidikan lainnya dari masyarakat. proses bisnis tersebut tidak dapat
berjalan maksimal karena belum focus pada komunikasi strategis dan
manajemen kinerja secara sekaligus. Padahal Pasal 3 Permendikbud No. 75
Tahun 2016 telah mengatur 4 (empat) tugas penting komite sekolah. Kedua,
manajemen kinerja yang ideal dipergunakan oleh komite sekolah dalam
meningkatkan kualitas pendidikan secara akuntabel dan transparan di
Indonesia adalah dengan menerapkan BSC di setiap sekolah yang dapat
dipaparkan oleh kepala sekolah per semester kepada komite sekolah,
sehingga dapat dilakukan perbaikan kinerja sekolah tersebut. Disarankan
kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi dan pelatihan BSC kepada
sekolah dan komite sekolahnya agar selalu terdapat perbaikan dan/atau
peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah secara berkesinambungan.
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